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BAB 11

PENDAPATAN

Pasal 3

Pendapatan diklasifikasikan ke dalam:

a. Pendapatan dar jasa layanan;

b. Hibah;

¢. Kerjasama dengan pihak lain;

d.Pendapatan APBD; dan

e. Lain-lain Pendapatan Asli BLUD yang sah.

Pendapatan sesuai dengan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diakui pada:

a. saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan
adanya barang/jasa yang diserahkan untuk pendapatan jasa layanan,
hasil kerjasama, hibah dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;

b.saat pengeluaran  belanja  dipertanggungjawabkan  dengan
diterbitkannya SP2D untuk pendapatan dari APBD;

c. saat hak kepemilikan berpindah untuk pendapatan hibah; dan

d. saat diterima di rekening Kas Bendahara penerimaan BLUD untuk
pendapatan diakui.

Pengukuran pendapatan diklasifikasikan ke dalam:

a. Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar
nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima;

b. Pendapatan-pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran
bruto belanja pada SP2D;

c. Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar jumlah kas yang
diterima pada saat perolehan;

d. Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang
diterima oleh BLUD; dan

€. Pengukuran pendapatan di atas menggunakan azas bruto.

Pengungkapan pendapatan diklarifikasikan ke dalam:

a. Pendapatan disajikan secara terpisah pada Laporan Keuangan untuk
setiap jenis pendapatan;

b.Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan

keuangan;

c. Pendapatan.....9
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(7) Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (straight
line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk
masing-masing periode dengan jumlah yang sama dengan rumusan,
meliputi:

a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dan
tidak memiliki nilai sisa (residu); dan

b. Masa manfaat aset tak berwujud selain yang memiliki masa manfaat
tak terbatas adalah selama 5 (lima) tahun.

(8) Penyajian dan pengungkapan aset meliputi :

a. Aset lainnya disajikan setelah aset tetap;

b. Amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari
aset tak berwujud;

c. Nilai tercatat dari aset tak berwujud disajikan setelah dikurangkan
dengan amortisasi;

d. Hal-hak yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan meliputi:
1. Kebijakan penilaian aset lainnya;
2. Rincian aset lainnya;
3. Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir

periode;
. Keberadaan dan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak;

e

6. Penggunaanya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas utang;
dan

7. Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut.

Bagian Kesepuluh
Aset lain-lain

Pasal 14

(1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran,
tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan
pihak ketiga.

(2) Aset lain-lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk
dihentikan dari penggunaan aktif direklasifikasikan kedalam aset lain-
lain.

Contoh.....22
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d. Pendapatan diterima dimuka, yaitu penerimaan pendapatan dari
pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD belum
memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga;dan

e. Beban yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi
tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca, termasuk accured
interest.

Pengukuran kewajiban jangka pendek meliputi:

a. Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal kewajiban
jangka pendek; dan

b. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat
pembayaran/penyelesaian.

Utang usaha, utang pajak, uang muka pasien, pendapatan dibayar

dimuka, beban yang masih harus dibayar, dan utang jangka pendek

lainnya dissajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban jangka
pendek.

Bagian Kedua
Kewajiban Jangka Panjang

Pasal 17
Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan
dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal neraca.
Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan
jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca
apabila:
a. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari
dua belas bulan;
b.BLUD bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan
pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali
atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati
sebelum laporan keuangan disetujui.
Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLUD menerima hak dari
pihak lain tetapi BLUD belum memenuhi kewajiban kepada pihak
tersebut.
Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka
panjang.
Penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang
a. kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian
utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
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b. bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan
ke dalam kewajiban jangka pendek.

c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CalLK antara lain sebagai
berikut:

1) Jumlah rincian jenis utang jangka panjang

2) karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk
informasi tingkat suku bunga dan pemberian pinjaman; dan

3) jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam
bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

BAB VI
EKUITAS

Pasal 18
Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara
jumlah keseluruhan aset dengan jumlah keseluruhan kewajiban hutang,.
Ekuitas antara lain meliputi:
a. Ekuitas awal mcrupakan akumulatif ekuitas (sumber daya} yang
diperoleh sampai dengan tahun lalu;
b. Ekuitas tahun berjalan merupakan ekuitas (sumber daya) yang
diperoleh pada tahun berjalan;
¢. Surplus (defisit) tahun berjalan adalah selisih antara pendapatan
danbiaya pada tahun berjalan.
Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan
akun investasi jangka panjang, aset tetap, pembiayaan dan pengakuan
kewajiban.
Ekuitas disajikan dalam neraca sebesar saldonya.

BAB VII
KOREKSI KESALAHAN

Pasal 19

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode sebelumnya ditemukan pada periode berjalan yang
disebabkan adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi
anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan
akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

(2) Kesalahan.....25
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Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua)
jenis:

a. kesalahan yang tidak berulang; dan

b. kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
huruf a adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali
dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
b. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan yang berulang dan sistemik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah
(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan
terjadi berulang.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah
diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan
dicatat pada saat terjadi.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan
periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris
tersendiri pada laporan Arus Kas Tahun berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20
Format dokumen pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas
meliputi:
a. format RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. format RKA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. format DPA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d. format Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

e. format.....26









Petunjuk Pengisian Formulir RBA Pendapatan :

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

{7)

Diisi nama provinsi/kabupaten/Kota;

Diisi dengan nama BLUD,

Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;

Pengisian kolom satu;

Kolom 1,diisi dengan nomor urut pendapatan;

Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

a. Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;

b. Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan
berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok
pendapatan seperti jasa layanan;

c. Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya
diuraikan objek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan
penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.

Pengisian kolom tiga :

a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah
yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan yang
dicantumkan dalam kolom uraian;

b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil
penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;

c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil
penjumlahan dari seluruh jumlah objek pendapatan berkenaan.

Diisi tanggal, bulan dan tahun.









Petunjuk Pengislan Formulir RBA Belanja :

(1)
(2)
(3)
(4)

()

(6)

(7)

Diisi nama provinsi/kabupaten/kota,

Diisi dengan nama BLUD ;

Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;

Pengisian kolom satu Kolom 1,diisi dengan nomor urut belanja;

Pengisian kolom dua,sebagai berikut:

uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja

yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja

kedalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah
belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja
operasi, rincian obyek belanja operasi.

Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah

menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan

masing-masing objek belanja modal dan rincian objek belanja modal;

Pengisian kolom tiga sebagai berikut:

Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan rincian

objek, dari setiap objek belanja dibuat berdasarkan sumber pendanaan

untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan objek belanja
dimaksud berasal dari jasa layanan, Hibah, Hasil kerjasama, lain-lain
pendapatan BLUD yang sah, APBD dan SiLPA tahun sebelumnya;

Pengisian kolom empat, sebagai berikut:

a. Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang
direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek yang
dicantumkan dalam kolom uraian;

b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil
penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan,;

c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan
dari seluruh jumiah obyek belanja berkenaan.

(8) Diisi dengan besaran ambang batas total belanja.
(9) Diisi tanggal, bulan dan tahun.



3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... (1)
............................................ (2)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...... (3)
No Uraian Jumiah (Rp)
1..(4) 2..(95) 3..(6)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

---------------------------------
.................................

---------------------------------

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Dst
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
Dst
Jumlah
.................. yeerrasiinseessennsn 20 (7)
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah
Ttd
(nama lengkap)




Petunjuk Pengislau Formulir RBA Pemblayaan :

(1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;

{2) Diisi dengan nama BLUD;

(3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan,;

(4) Pengisian kolom satu Kolom I, diisi dengan nomor urut pembiayaan;
(5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan
1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut

penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;

2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan,
seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman merupakan
jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok
penerimaan pembiayaan;

3) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.

b. Pengeluaran Pembiayaan
1} Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut

pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;

2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan,
seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman,

3) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran pembiayaan
yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.

(6) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut:

a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah
yang direncanakan menurut jenis,rincian dan objek yang dicantumkan
dalam kolom uraian;

b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil
penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pembiayaan berkenaan.

(7) Diisi tanggal, bulan,dan tahun.









Petunjuk Pengisiau Ringkasau RBA BLUD (Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan):

Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;

Diisi dengan nama BLUD;

Diisi Tahun Anggaran;

Pengisian kolom satu

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja,pembiayaan;

Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

RO

o

a.

Pencantuman pendapatan diawali dengan wuraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh
BLUD;

Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian
belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal;
Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; dan
Dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja.

Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan
selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan;

Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
penerimaan pembiayaan;dan

Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
pengeluaran pembiayaan.

Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;

Diisi dengan nilai ambang batas total belanja;

Diisi tanggal, bulan, dan tahun.



5. RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN)

PEMERINTAH PROVINS|/KABUPATEN/KOTA.....(1)
............................................ 2)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN......(3)

No Uraian Jumlah(Rp)
20xx
1...4 2...(5) 3...(6)
PENDAPATAN
Jasa Layanan
a....
b....
C....
dst.

Hibah
a....
b....
Co.v.
dst.

Hasil Kerja Sama
a....

b....

C....
dst.
APBD
a...
b....
[
dst.

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
a....

b....

C...
dst.

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

[- P

b....

C....
dst




No

Uraian

Jumlah(Rp)
20xx

1...(4)

2..(5)

3..(6)

Belanja Barang dan Jasa
a....

b....

C....
dst

Belanja Bunga
a...

b....

C....

dst

Belanja lain-lain
d....

b....

C....
dst

BELANJA MODAL
Belanja Tanah
a....

b....

C....
dst

Belanja Peralatan dan Mesin
...,

b....

C....
dst

Belanja Gedung dan Bangunan
a...

b....

Couer
dst

Belanja Jalan,lIrigasi dan Jaringan
a...

b....

Couo
dst

Belanja Aset Tetap Lainnya
a...

b....

C....
dst

Belanja Aset Lainnya
a....
b....
C...
dst

Jumlah

Surplus/(Defisit)







Petunjuk Pengisian Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD
(Pendapatan, Beianja dan Pembiayaan):

(1)
(2)
(3)
(4)

(S)

()

(7)
(8)

Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;

Diisi dengan nama BLUD;

Diisi Tahun Anggaran;

Pengisian kolom satu

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

a.

Pencantuman pendapatan diawali dengan wuraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek pendapatan diterima oleh BLUD;

Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian
belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal;
Dalam kelompok belanja operasi diuraikan kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek belanja; Dalam kelompok belanja modal diuraikan
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.

Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan
selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok penerimaan
pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayan; Dalam
kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenisjenis pengeluaran
pembiayaan.

Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;

Diisi dengan nilai besaran ambang batas total belanja;

Diisi tanggal, bulan, dan tahun.






Petunjuk Pengisian Pormulir RKA-Pendapatan:

(1) Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

(2) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan,

(3) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;

(4) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok,
jenis, obyek, rincian obyek pendapatan;

(5) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek
dan rincian obyek Pendapatan;

(6) Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek
pendapatan;

(7) Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek
yang direncanakan,

(8) Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan pendapatan;

(9) Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan
menurut kelompok, jenis, objek, rincian obyek pendapatan. Jumlah
pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil
perkalian kolom 3 dengan kolom 35;

(10) Diisi tanggal, bulan, dan tahun;

(11) Formulir RKA-Pendapatan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;

(12) Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Pendapatan oleh
tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil
pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan
perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil
pembahasan;

(13) Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangan
formulir RKA-Pendapatan yang telah dibahas yang dilengkapi dengan
nama, NIP dan jabatan.

Apabila Formulir RKA-Pendapatan lebih dari satu halaman maka tanggal,
bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD,
serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP,
jabatan, dan tandatangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan
pada halaman terakhir.

Splanjutnya setiap lembar Formulir RKA-Pendapatan yang telah dibahas
diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah daerah.









(20) Baris kolom keterangan diisi dengan, antara lain:
(a) Kode 1: menunjang pendidikan;
(b) Kode 2 : menunjang kesehatan;
(c) Kode 3 : infrastruktur;
(d) Kode 4 : prioritas nasional bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota
(e) Kode S : prioritas daerah bagi Kabupaten/Kota.

(21) Kolom 1 {kode rekening) diisi dengan kode rekening akun jenis belanja;

(22) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek, rincian
objek dan sub rincian objek belanja;

(23) Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah
orang/pegawai dan barang;

(24) Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang
direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat,
ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya;

(25) Kolom S (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tariff,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

(26) Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume dengan
harga satuan;

(27) Diisi tanggal, bulan, dan tahun. Dan formulir RKA-Belanja ditandatangani
oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan naka lengkap, NIP yang
bersangkutan;

(28) Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-Belanja oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil
pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan
perhatian Kepala SKPD dicantummkan dalam baris catatan hasil
pembahasan; dan

(29) Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangan
formulir RKA-Belanja yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama,
NIP dan jabatan.

Apabila Formulir RKA-Belanja lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan
dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta
keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahsan, nama, NIP,
jabatan, dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan
pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar Formulir RKA-Belanja yang
telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah daerah.












Petunjuk Pengisian Formuiir DPA-Pendapatan:

(1) Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan
pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode
program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi
dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pendapatan diisi
dengan kode 1;

(2) Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/
Kabupaten/ Kota;

(3) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang
direncanakan;

(4) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan
nama SKPD;

(5) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok,
jenis, obyek, rincian obyek pendapatan SKPD;

(6) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek pendapatan;

(7) Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian
obyek pendapatan yang bersumber dari Pendapatan BLUD;

(8) Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian
obyek vang direncanakan;

(9) Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif/harga/nilai satuan
lainya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, prosentase
bagian laba, atau harga atas penjualan barang/jasa vang tidak
dipisahkan;

(10) Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang
direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek
pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang
dianggarkan merupakan hasil perkallian kolom 3 dengan
kolom 5;

(11) Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan
formulir DPA- Pendapatan, dengan mencantumkan nama
jabatan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah;

(12) Rencana pendapatan setiap triwulan selama tahun anggaran
yangdirencanakan;

(13) Formulir DPA-Pendapatan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan
nomor induk pegawai.









(20) Waktu pelaksanaan diisikan dengan waktu pelaksanaan dari sub kegiatan
yang akan dimulai dari kapan sampai dengan selesainya sub kegiatan
tersebut.

(21) Baris kolom keterangan diisi dengan, antara lain:

1} Kode 1 : menunjang pendidikan;

2) Kode 2 : menunjang kesehatan;

3) Kode 3 : infrastruktur;

4) Kode 4 : prioritas nasional bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5) Kode 5 : prioritas daerah bagi Kabupaten/Kota.

(22) Kolom 1 (kode rekening} diisi dengan kode rekening akun jenis belanja;

(23} Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek, rincian
objek dan sub rincian objek belanja;

(24) Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis belanja

(25) Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir DPA-
belanja, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan kerja
pengelola keuangan daerah;

(26) Rencana pendapatan setiap triwulan selama tahun anggaran yang
direncanakan;

{27) Formulir DPA-belanja ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan/atau
pejabat pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan nama
lengkap dan nomor induk pegawai

Formulir DPA- ©belanja dapat diperbanyak sesuai dengan
kebutuhan. Apabila formulir DPA-belanja lebih dari satu halaman
setiap halamandiberi nomor urut halaman.






Petunjuk Peugislau Formulir DPA Pemblayaan :

(1)

(2)
(3)
(4)
(5

(6)

(7)

(8)
9

Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan
pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode
program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi
dengan kode 00, nomor kode anggaran pembiayaan diisi
dengan kode 6;

Provinsi/kabupaten/kota  diisi dengan nama  Provinsi/
kabupaten/ kota;

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang
direncanakan;

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
satuan kerja perangkat daerah;

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening
akun/kelompok/jenis/obyek/rincian obyek penerimaan
pembiayaan;

Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek pengeluaran pembiayaan;

Kolom 3 (jumlah} diisi dengan jumlah jenis pembiayaan
berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh
obyek pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan
bersangkutan.

Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh
jenis penerimaan pembiayaan;

Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dari
penjumlahan seluruh jenis pembiayaan;

(10} Rencana anggaran pembiayaan setiap triwulan selama tahun

anggaran yang direncanakan,;

{11) Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-

Pembiayaan; dan

(12) Formulir DPA Pembiayaan ditandatangani oleh pimpinan BLUD

dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.












E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA............... (1)
............................................... (2)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
NOMOR. ...ttt een s (3)

1. Nama Badan Layanan Umum Daerah...........ccoiiviiinnienn (4)
2. Kode OrganiSasi....ccceeiiairaeiiiierieniiiaiiaiiiirteasniereerseiens (5)
3. Nomor/tanggal DPA SKPD.......ooooiiiiiiiiiiiiiniiciiiinineas 6)
I -2 T-1 £ o DO S O O OO UPSPROPRN (7)
Yang bertandatangan dibawah ini.........cccooceviiiiiiin (8)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi
pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar
kepada yang berhak menerima serta pembiayaan, yang dananya
bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama dan lain-
lain pendapatan BLUD yang sah dan digunakan Ilangsung pada
bulan........ (9) tahun anggaran............ (10){(Laporan realisasi
pendapatan, belanja dan pembiayaan terlampir}.

Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas disimpan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila
di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud
dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

.................. y eeeen-a.200,.(11)
Pemimpin Badan Layanan
Umum Daerah,

nama lengkap)
NIP. ..



Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

()
(7)
(8)
9)

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota;

Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

Diisi nomor SPTJ unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

Diisi kode organisasi unit pelaksana teknis dinas/badan
daerah;

Diisi nomor dan tanggal DPA SKPD yang bersangkutan;

Diisi kode kegiatan;

Diisi nama kepala unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
Diisi bulan berkenaan;

(10)Diisi tahun berkenaan; dan
(11)Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun.






Petunjuk Pengisian Surat Permiutaan Pengesakan Pendapatan,
Beianja dauPembiayaan (SP3BP) BLUD:

(1) Diisi Provinsi/Kabupaten/Kota;

(2) Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

(3) Diisi tanggal SP3BP BLUD;

(4) Diisi nomor SP3BP BLUD;

{5) Diisi SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota;

{6) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2BP BLUD bulan
sebelumnya Khusus untuk saldo bulan Januari Tahun
Anggaran 20XX diisi jumlah nihil dalam rangka pengajuan
SP3BP BLUD;

{7) Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas BLUD;

{8} Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas BLUD;

(9) Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);

(10) Penyesuaian diisi dengan dana PFK yang belum disetor atau
diselesaikan.

(11) Diisi periode bulan berkenaan;

(12) Diisi Tahun Anggaran berkenaan;

{13) Diisi dasar penerbitan SP3BP BLUD, antara lain: Nomor
Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor
serta tanggal DPA- SKPD Dinas terkait;

{14) Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama unit
pelaksana teknis dinas/badan daerah terkait;

(15) Diisi kode program dan kegiatan SKPD Dinas terkait;

{16) Diisi kode rekening pendapatan;

{17) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;

(18) Diis1 kode rekening belanja;

(19) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;

(20) Diisi1 jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening
pendapatan;

(21) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening
belanja;

(22) Diisi kode rekening penerimaan pembiayaan;

(23) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening penerimaan
pembiayaan;

(24) Diisi kode rekening pengeluaran pembiayaan;

(25) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pengeluaran
pembiayaan;

(26) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening
penerimaan pembiayaan;

(27) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening
pengeluaran pembiayaan;

(28) Diisi jumlah nominal rupiah jumlah lebih penyesuaian.

(29) Diisi jumlah nominal rupiah jumlah kurang penyesuaian

(30) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun; dan

(31} Diisi nama kepala SKPD terkait.



G. FORMAT SURAT

PENGESAHAN

PENDAPATAN,BELANJA DAN

PEMBIAYAAN(SP2BP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

LOGO DAERAH

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN,
BELANJA DANPEMBIAYAAN BLUD

PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..(1) [Nama = ‘... (7)
...................................... (2)
BUD/Kuasa BUD
Tanggal Cerrreerriieienees (8)
Nomor = el (9)
Nomor o (3) | Tahun Anggaran :.........ccoo... (10
Tanggal = = Iocicciiiciiieseersareneenn (4)
Kode BLUD  ioiiiiiivrreeniansnniinnn (S)
Nama BLUD ... (&)
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:
Salde bulan sebelumnya* | 23's TR {11)
Pendapatan | 54 v J PPN (12)
Belanja | 24 s PP (13)
Saldo bulan berkenaan* Rp.iiiciiiiii (14}
Penerimaan Pembiayaan 34 o JPU OO (15)
Pengeluaran Pembiayaan |4+ FOTT P (16)
Pembiayaan Netto | 24 o O (17)
Penyesuaian 34 o JOUPU R (18)
SiLPA | 34 « T (19)
......... pee vrrneenaaeen.20.0.....(20)
............................. (21)
(ttd)

---------------------------------







